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I(EPUTUSAII MENTDRI AGAMA RTPUBLIK II{DOI{ESIA
NOMOR 7I1 TAIIUIT 2016

TTl{TATTG
PEUBERIAIII Izff PEI{DIRIAX / OPERASIOX.A,.

MADRASAII IBTIDATYAII DARUSSAIA]U MAIANG
PROPI1YSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUIIAN YAITG MAIIA ESI\

}IEITTERI AGA.DIA RTPI'BLII( II(DOI(ESIA,

: a. bahwa daliam rangk r meniDgkatkan akses pendidikan
madrasah yang bernutu, pcrlu mcmberikan kescmpatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional
pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasall
sebagaimana tcrcantum dalao Lampiran Keputusan ini telah
habis;

c. bahwa madrasah sebagainlana tercantum dalam l-ampiran
Keputusan ini tellh mcmenuhi persyaratan petpa]1jangan izin
peildirian/ operasional madrasah;

d- bahua berdasarkan pefiimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Agama Republit Indoncsra tcntang
Perpanjangan IAn PendiriaD/Opcrasional MADRASAH
IBTIDAIYAH DARUSSALAM MALANG Provinsi Jawa Timur.

:1. Undang Undang Nomor 20 Talun 2003 tentang Sistem
Pcndidikan Nasional {Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan kmbaran Negara Republik
hdonesia Nomo. 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (l-embaran Ncgara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik
Indooesia Nomor .1496) Sebagaimana telah diubah dengan
Pcratulan Penerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nornor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan {l4mbaran
Ncgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
l,cmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemeai tah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (I-embaran Negara Republik indonesia
?ahun 2008 Nomo.91, Tambahan Iembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 486.1);



/
2[. Peraturan Pemerintail Nomor 17 Tahun 20i0 tentang

Pengelol,aan dan Penyelenggaraan Pendidikan (l-embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 'Iambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nonor 5150)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pcrubahan Atas Peratur+rn
Penerintah Nonor 17 Tahun 2010 tentang Pengelollan dan
Penyelcnggaraan Pendidikan (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan l,embaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5157);

5- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Mad.asah Ibtidaiyal, Sekolair Menengah
Pcrtarna/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekol.ah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Mentcri Pcndidikan Nasionai Nomor 15 Tahun 2010
tentang Sta.dar PeliaJranan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kola sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Pcraturan Menteri Pendidikan
Nasio al Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelal'anan
Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

7- Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Kcputusan Direktur Jenderal Pcndidikan Islam Nonor 1385
Tahur 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendiiian Madrasah
Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan lsLam Nol[or 5885
Tahun 2015 tentang Pctunjuk Teknis Perpanjangar Izin
Pcndirian Madlasah, Penerbitan Su.at Keputusan Pengganti
Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Pcnerbitan Surat
Keterangan Kerusakan I)okumen Izin Pendirian Madrasah;

Merrperhatikan ; Rekomendasi dari Kepala Kantor Keinentelian Agarna I(ALIUPA'IlJN
MAIANG Nomor : Kd.15.35/02lPP.OO.1],l451/2016 Targgal 28
Januari 2016:

Menetapkar

MEMUTUSXAII:

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TDN.I.ANG PEMBERIAN IZIN
PF]NDIRIAN / OPERASIONAI MADITASAH IBTTDAIYAH
DARUSSAIAM MAI,ANG PROVINSI JAWATIMUR.

: Mcmberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah
kepada madrasah scbagaimara tercantum ,-l4l4m l,ampiran 1-ang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU



KEDUA

KELIMA

: Pemberian izin operasional sebagaimala dimaksud dalan Dihtum
KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
melakukan pelanggaran sesuai dengair ketentuan peraturan
perundang undangan;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoaio
pada tanggal 7 April 2016

INDONESIAMENTERI AGAMA

I
01301987031014
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN MEN1ERI AGAMA
REPUBLIK INDON!]SIA
NOMOR 71] TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IRTIDAIYAH DARUSSAIAM
MALANG PIiOVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASA] I YANG D1JSER1KAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

INDONESIA

1 Nama Madrasah DARUSSAI-AM

2 Nomor Statistik Madrasah 11 1235070063

3 AlEmat Medresah JL. TRONOJOYO GONDANGLEGI KULON
GONDANGLEGI KULON

KECAMATAN GONDANGLEGI

I'ARUPATEN MALANG

PROVINSI JAWA TIMUR

I Nama Organisasi Penvelenggara YAYASAN PENDIDIKAN ILMU SYA'RIAII
DARUSSAIAM

5 Atte Notaris Organisasi

Penyelenggara

NO. 71, TEMMY MURDIATMO, S.H, M.KN

Pengesahan Atte Nofaris

Organisasi Pen],elenggara

AHU-o003669.AH.0 1.04.TAHUN 20 15 /
11 MARET 2015
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